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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 30 /Kpts/ DPMDPP&KB-PS/2022
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa wuntuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-
2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan
penyusunan dokumen sebagai berikut :

a. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

b. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

c. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

d. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Pesisir Selatan;

e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.di Painan
Pada Tenggal 31 Januari 2022
KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.508.
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan,;

3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir
Selatan di Sago;

4. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

800/ 30 /Kpts/DPMDPP&KB-PS/2022
31 Januari 2022

Target Tahun
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formula . Sumber Data/Penanggung Jawab
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.
1. Memngkatkan Kuahtlas Meningkatnya Nagari Mandiri Jumlah Nagari Mandiri .

Pemerintahan Nagari dan Persentase Nagari Mandiri X 100%| 495 | 6,04 | 7,14 | 824 | 9,34 | 10,44 [Pd2ng Pemberdayaan Kelembagaan,

Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Nagari Keseluruhan ' ’ ’ ’ ’ *" " |Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

serta Keluarga Berkualitas

Jumiah Nagari yang memiliki Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam
Persentase Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) : ’
Pendapatan Asli Nagari (PAN) X100%| 1,65 | 2,75 | 3,85 | 5,49 | 6,59 | 8,24 |Usaha Ekonomi Masyarakat dan
P 8 Jumlah Nagari Keseluruhan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Inovasi Bidang Pemerintahan Nagari :
Pengawasan dan Penanganan . . .
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari 1 1 1 1 1 1  |Bidang Pemerintahan Nagari
Permasalahan Nagari 8
Menurunkan Laju oo Bidang Pengendalian Penduduk dan
Jumlah Anak lahir dari PUS
Pertumbuhan Penduduk Menurunnya Persentase Anak yang v ek yarg et dat x100%| 283 | 282 | 281 | 2.80 | 2.79 | 278 |Keluarga Berencana

dilahirkan oleh PUS Jumlah PUS yang ada ’ ’ ’ ’ ’ )
Inovasi Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana : Pengawasan | Pengawasan dan Pencegahan Stunting di ! 1 ! ! ! !
dan Pencegahan Stunting di Nagari Nagari melalui ELSIMIL CATIN
melalui ELSIMIL CATIN

Ditetapkan-di Painan
Pada Tangpal 31 Januari 2022

KEPALA DINAS,

/
ZULKIFLI, S.Sos.

NIP: 19600278 199303 1 003




